BAB Ii
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pada tinjauan pustaka, penulis menuangkan empat aspek yang berkaitan
dengan kajian “Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’. Masing-masing yakni sejumlah
peraturan perundang-undangan, teori-teori yang penulis gunakan, serta data dan
fakta.

8. Peraturan Perundang-undangan
Penulis menggunakan 11 peraturan perundang-undangan dalam
pembahasan dan analisis Taskap ini, yakni:

a) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945,
Pembukaan (Preambule), Pasal 28C, Pasal 31 ayat (5), Pasal 33, dan Pasal
34.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (9) dan ayat (11), Pasal 6, Pasal 9, Pasal
14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15 ayat (2), Pasal 19-Pasal 23, dan Pasal
24-Pasal 31.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1-Pasal 3, Pasal 5-Pasal 11, Pasal 13,
Pasal 20, Pasal 27-Pasal 29, Pasal 36-Pasal 37, dan Pasal 39-Pasal 41.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 1-Pasal 3, dan Pasal 28-
Pasal 30.

e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pasal 1-Pasal 6.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia, Pasal 1-Pasal 6.

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah
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beberapa kali diubah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun
2018.

h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal
1-Pasal 7, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 13.

i) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu, Pasal 1-Pasal 7.

j) Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu, Pasal 1-Pasal 8.

k) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial,
Pasal 1-Pasal 6, Pasal 9-Pasal 12, Pasal 15-Pasal 19, Pasal 21-Pasal 22,
dan Pasal 27-Pasal 32.

9. Kerangka Teoritik

Penulis menggunakan tiga teori saat merumuskan pertanyaan-pertanyaan
kajian dan dalam isi pembahasan kajian. Ketiga teori tersebut vyaitu teori
kemiskinan, teori kesejahteraan masyarakat, dan teori bantuan sosial. Berikut ini

penjelasan singkat dari tiga teori tersebut.

a. Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
adalah hal atau keadaan miskin. Dalam KBBI juga disebutkan adanya kemiskinan
absolut, yakni situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat
memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk

mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.'® Makanan, pakaian, dan

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online, https://kbbi.web.id/miskin.
Artikel diakses ulang pada Jumat, 30 Juli 2021, pukul 17.05 WIB.
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perumahan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Secara umum,
kebutuhan dasar mencakup enam kebutuhan. Masing-masing yakni kebutuhan
pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau
pelayanan sosial.’®

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, dengan pendekatan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), mendefinisikan
kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan (non makanan) yang diukur dari sisi
pengeluaran. Bagi BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan (GK).'® Pada bulan
Maret 2020 GK nasional adalah sebesar Rp454.652 per kapita per bulan.
Sedangkan GK menurut Bank Dunia adalah US$1,9 per kapita per hari atau setara
Rp798.200 per bulan (kurs Rp14.000). Jika mengacu GK menurut standar Bank
Dunia, maka angka kemiskinan Indonesia hampir dua kali lipat dari yang dicatat
BPS.

Ali Khomsan dan kawan-kawan dalam buku /Indikator Kemiskinan dan
Misklasifikasi Orang Miskin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
menyatakan, ada empat jenis kemiskinan. Satu, Kemiskinan absolut, yaitu jenis
kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah
garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Dua,
kemiskinan relatif yakni kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan
pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Akibat dari pengaruh
kebijakan itu, terjadinya ketimpangan pada pendapatan atau bisa dikatakan bahwa
seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada

di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.'”

5 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin.

6 Badan Pusat Statistk (BPS) Republik Indonesia, Data  Sensus,
https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html. Artikel diakses kembali pada
Jumat, 30 Juli 2021, pukul 17.20 WIB.

7 Kompas.com, “Kemiskinan: Definisi, Jenis, dan Faktor Penyebabnya”,
https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24/172143169/kemiskinan-definisi-jenis-dan-faktor-
penyebabnya?page=all#page2, Selasa, 24 November 2020. Artikel diakses ulang pada Jumat, 30
Juli 2021, pukul 17.42 WIB.
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Tiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan jenis ini adalah kemiskinan yang
disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki
tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain. Empat, kemiskinan struktural, yang
bermakna kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena
struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut
menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Maria Hartiningsih menilai, standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS)
yang hanya menghitung angka kecukupan gizi sebesar 2.100 kalori per hari
merupakan standar yang sempit. Hartiningsih membeberkan, kemiskinan seperti
defenisi para ahli, adalah ketiadaan akses pada hal-hal vital dalam hidup.
Kemiskinan absolut berarti tidak memiliki akses pada sumber daya yang menopang
kehidupan, seperti air bersih, rumah layak huni, lahan dan benih (bagi petani), alat
kerja (bagi nelayan), makanan bergizi, pendidikan, pelayanan kesehatan,
lingkungan hidup yang sehat, dan lapangan kerja.'® Menurut Tri Haryono, miskin
bukanlah kutukan. Kemiskinan juga bukan disebabkan karena mereka malas, tidak
mau kerja atau tidak memiliki etos kerja. Bagi Haryono, kemiskinan bersifat
multidimensi."®

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pengertian kemiskinan
berdasarkan kondisi faktual yang tampak dalam kehidupan sehari-hari seseorang
atau keluarga, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang
maupun tempat tinggal yang layak serta ketidakmampuan mengakses layanan
publik dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi) yang disebabkan
karena ketidakmampuannya mendapatkan sumber penghasilan yang memadai.
Rendahnya pendidikan dan keterampilan, serta keterbatasan sumberdaya dan
modal yang dimiliki menyebabkan seseorang atau keluarga sulit mendapat

pekerjaan atau tidak mampu memperoleh penghasilan yang cukup.

b. Kesejahteraan Masyarakat
Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan

kesejahteraan sebagai hal atau keadaan sejahtera atau keamanan, keselamatan,

8 Maria Hartiningsih, "Pengantar Editor: Korupsi, Pembusukan Masif Kolektif", dalam Maria
Hartiningsih (ed.), Korupsi yang Memiskinkan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), h. xii.

9 Tri Haryono, "Kemiskinan yang Dieksploitasi", dalam Maria Hartiningsih (ed.), Korupsi
yang Memiskinkan, h. 18.
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dan ketenteraman. Jika kata kesejahteraan dipadankan dengan kata jiwa, maka
bermakna kesehatan jiwa, sedangkan kesejahteraan sosial berarti keadaan
sejahtera masyarakat. Secara harfiah, KBBI mengartikan juga bahwa sejahtera
adalah aman sentosa dan makmur atau selamat (terlepas dari segala macam
gangguan).?°

Jalna Hanmer dan Jeff Hearn menyatakan, kesejahteraan adalah istilah umum
yang mencakup berbagai pengalaman, kebijakan, dan situasi. Kesejahteraan
mengacu pada kesejahteraan orang, namun kesejahteraan juga dapat diartikan
dalam cara-cara tertentu dan terbatas. Konsep tersebut, menurut Hanmer dan
Hearn, biasanya mengacu pada publik, khususnya menyangkut definisi
pengalaman yang diasumsikan terletak terutama di ranah privat, domestik, atau
komunitas.?’

Sedangkan menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan
masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari
rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan
(makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau suatu keadaan di mana seseorang
mampu memaksimalkan daya gunanya pada tingkat batas anggaran tertentu dan
kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani. Untuk itu, Todaro dan
Smith menyatakan, kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran dari hasil
pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang
meliputi tiga aspek. Satu, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi
kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Dua,
peningkatan tingkat kehidupan, pendapatan, dan pendidikan yang lebih baik serta
peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Tiga, memperluas
skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.??

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengungkapkan ada empat cara

yang bisa ditempuh. Satu, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online, https://kbbi.web.id/sejahtera.
Artikel diakses ulang pada Sabtu, 31 Juli 2021, pukul 19.56 WIB.

21 Jalna Hanmer and Jeff Hearn, "Gender and Welfare Research", dalam Fiona Williams,
Jennie Popay, and Ann Oakley, Welfare Research: A Critical Review (UK and USA: Routledge and
Taylor & Francis e-Library, 2005, h. 112.

22 Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development, Elevent Edition
(Harlow: Addison-Wesley, 2006), h. 22.
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berdasakan nilai luhur budaya lokal. Dua, pengembangan kreativitas masyarakat
dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tiga, menata kehidupan masyarakat
yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Empat, menciptakan program untuk
mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi,
pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohani.?3

Bangsa Indonesia memosisikan diri sebagai negara kesejahteraan (welfare
state). Hal ini tercermin dari Pembukaan UUD 1945. Sejalan dengan cita-cita
kemerdekaan RI, Siswono Yudo Husodo menyatakan “Indonesia didesain sebagai
negara kesejahteraan, yang berdasarkan definisi singkat adalah suatu negara yang
pemerintahannya dianggap bertanggungjawab menjamin standar kesejahteraan
hidup minimum bagi setiap warga negaranya".?* Cita-cita negara kesejahteraan itu
juga tercermin dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, “setiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal
31 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Demikian
pula pasal 33 dan 34 sebagai pasal implementatif dari Pembukaan UUD 1945 yang
mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat serta fakir
miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Dengan demikian dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan masyarakat
mengarah pada terwujudnya kesejahteraan sosial dan negara kesejahteraan.
Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.2

c. Teori Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada
seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau
rentan terhadap risiko sosial. Sementara risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa

yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung

23 Kompas.com, "Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat",
https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-
masyarakat, Rabu, 20 Januari 2021.

¢ Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, “Mimpi Negara Kesejahteraan”, (Jakarta:
Pustaka LP3S Indonesia, 2006), hal. xv

%5 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
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oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak
diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar. Maksud dari tetap hidup secara wajar adalah tetap dapat
melaksanakan keberfungsian sosialnya. Pemberian bantuan sosial sebagai
stimulan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemerintah berwenang melakukan
pengawasan atas penyaluran bantuan sosial.?®

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
mendefinisikan bantuan sosial adalah bantuan yang ditargetkan kepada rumah
tangga yang termasuk ke dalam segmen terbawah dari distribusi pendapatan dan
disediakan untuk mencegah terjadinya kesulitan yang ekstrem di antara penduduk
yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, meminimalkan
disinsentif untuk tenaga kerja, dan meningkatkan kecukupan bagi rakyat miskin.
Manfaat diberikan seperti program jaminan sosial, namun tanpa menggunakan
skema asuransi sosial dan tanpa membutuhkan pembayaran atau kontribusi dari
penerima manfaatnya (W. Adema, 2006).%”

Food and Agricultural Organization (FAQO) mendefinisikan bantuan sosial
sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi
kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga
dari perubahan kondisi pendapatan. Bantuan sosial ditujukan untuk memenuhi
tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu
rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada (FAO, 2003).

Di Indonesia, bantuan sosial merupakan satu dari tiga bagian utama
pelaksanaan perlindungan sosial bagi warga negara Indonesia sebagaimana

diamanahkan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

% Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di
Lingkungan Kementerian Sosial. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016. Pasal
25 huruf d, Pasal 26 huruf e, dan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

27 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia, Perlindungan Sosial di Indonesia:
Tantangan dan Arah ke Depan (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2014), h. 9.
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2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sedangkan bantuan sosial
dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
Bantuan sosial tersebut diberikan bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam
bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan
kelembagaan. Secara lebih teknis, bentuk bantuan sosial antara lain yakni makanan
pokok, pakaian, tempat tinggal seperti rumah penampungan sementara, dana tunai,
perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar berupa kesehatan
dan pendidikan, bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.?®
Bantuan sosial yang bersifat sementara diberikan pada saat terjadi guncangan
dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil. Saat terjadi
guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat
sementara diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Berikutnya, bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan
diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai yang diberikan sampai
terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri
atas rekomendasi dari pemerintah daerah. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial
yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.?®
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia
mengungkapkan, program bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan
dalam program bantuan sosial tidak bergantung pada kontribusi dari penerima
manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang
(in-cash transfers), bentuk barang, dan pelayanan (in-kind transfers). Bagi

Kementerian PPN/Bappenas, setiap bantuan dalam program bantuan sosial

2 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Penjelasan Pasal 15
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2 Pasal 29 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
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memiliki dua sifat. Pertama, sementara yakni diberikan karena adanya situasi sosial
tertentu seperti bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan tertentu
pemerintah. Kedua, tetap yang dikhususkan bagi penduduk yang mempunyai
kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar.3°

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengatur tentang
belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian/lembaga yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sebagaimana tertuang
di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 228/PMK.05/2016.

Berdasarkan peraturan tersebut, belanja bantuan sosial adalah pengeluaran
berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau
kesejahteraan masyarakat. Anggaran bantuan sosial dari pemerintah dialokasikan
dalam APBN.3'" Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia
mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai transfer uang atau barang yang
diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.3?

Menurut | Gede Made Artha Dharmakarja, bentuk belanja bantuan sosial
terdiri atas bantuan sosial yang bersifat konsumtif, bantuan sosial yang bersifat
produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan,
maupun lembaga tertentu. Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman
sosial. Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu

permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah. Pembayaran belanja bantuan sosial

30 Kementerian PPN/Bappenas, Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke
Depan, h. 9.

31 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.

32 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited) (Jakarta: BPK, 2021), h. 393.
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melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, maupun lembaga tertentu
dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa.33

Pengertian bantuan sosial dan bentuk-bentuknya seperti di atas, bagi penulis,
juga masuk dalam bagian bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana dalam
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin. Berdasarkan UU ini, penanganan fakir miskin
dilaksanakan dalam tujuh bentuk. Masing-masing yakni pengembangan potensi diri,
bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan
pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses
kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial.
Penanganan fakir miskin di antaranya melalui jaminan dan perlindungan sosial
untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin.3*

Selain  disalurkan oleh  pemerintah  pusat termasuk  melalui
kementerian/lembaga, bantuan sosial juga disalurkan oleh pemerintah daerah baik
provinsi, kabupaten, maupun dengan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian bantuan sosial oleh
pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.3® Berikutnya,
ada juga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dilakukan oleh
kalangan dunia usaha maupun organisasi masyarakat madani/organisasi

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.

10. Data dan Fakta

Data dan fakta yang disajikan di antaranya bersumber dari Buku Il Nota
Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2019-2021; Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) Il Tahun 2019 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia pada Maret 2020; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas

33 | Gede Made Artha Dharmakarja, "Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial" Jurnal Substansi,
Volume 1 Nomor 2, 2017, h. 376. Jurnal diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Keuangan
Negara STAN. Lihat http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/258/pdf.

3% Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

% Pasal 27 huruf ¢ dan Pasal 29 huruf ¢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 ayat (15), Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018.
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (audited) yang
diterbitkan BPK pada 31 Mei 2021; IHPS Il Tahun 2020 yang diterbitkan BPK pada
Maret 2021; temuan dan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Republik Indonesia; pernyataan narasumber dari unsur Kementerian Sosial
Republik Indonesia, unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan
unsur kepala daerah di beberapa kesempatan; maupun informasi dan/atau
pernyataan narasumber lain yang relevan dengan kaijian ini.

Ketika berbicara mengenai kemiskinan, data menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan menurun lebih dari setengahnya sejak 1999, menjadi 9,78 persen di
tahun 2020.3¢ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mencatat bahwa
persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau
meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada
Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret
2020.

Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,
pemerintah melakukan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif
bagi seluruh masyarakat. Khusus untuk Kementerian Sosial, pada tahun 2020
diberikan pagu alokasi sebesar lebih Rp 62,767 triliun, sebagian besar untuk belanja
bantuan sosial sebesar lebih Rp 58,187 triliun (92,7 persen). Untuk itu, Kemensos
akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, khususnya bidang perlindungan
sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Kegiatan prioritas tersebut
antara lain pemberian bantuan tunai bersyarat kepada 10 juta KPM, pemberian
bantuan pangan melalui Kartu Sembako kepada 15,6 juta KPM yang merupakan
transformasi dari program Bantuan Sosial Pangan (BPNT/Rastra). Selain itu,
Kementerian Sosial juga akan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif
(KUBE) kepada 135.000 Kepala Keluarga (KK), rehabilitasi sosial bagi 20.000 orang
korban penyalahgunaan Napza, dan pemberdayaan warga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) sebanyak 2.667 KK.37

Pada tahun 2021, Kementerian Sosial memperoleh pagu alokasi sebesar lebih

Rp 92,817 triliun. Dari total anggaran tersebut sebesar lebih Rp 90,870 triliun

86 The World Bank, "Bank Dunia di Indonesia: Ikhtisar”,
https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview, 2 April 2021. Artikel diakses ulang pada
Jumat, 20 Agustus 2021, pukul 21.26 WIB.

37 Buku Il Nota Keuangan beserta APBN TA 2020, h. 34.
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ditujukan untuk program perlindungan sosial. Selama tahun 2021, Kementerian
Sosial akan melanjutkan sejumlah kegiatan prioritas dan strategis khususnya untuk
mendukung pemulihan sosial dan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 yang
masih berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya
pemberian bantuan sosial PKH kepada 10 juta KPM, bantuan sosial pangan melalui
Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM. Pemberian dua bentuk bantuan sosial ini
diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dan menjaga tingkat konsumsi
masyarakat miskin dan rentan.38

Sebagai contoh, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia
pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta jiwa, pada September 2020 sebesar 27,55
juta, pada Maret 2020 sejumlah 26,42 juta, pada September 2019 mencapai 24,79
juta, dan pada Maret 2019 25,14 juta.®

Pada Buku Il Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2020,
pemerintah memproyeksikan program perlindungan sosial menyasar 40 persen
penduduk dengan status ekonomi terendah. Untuk memastikan ketepatan sasaran,
pemerintah menggunakan sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan
program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial,
baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria
sosial-ekonomi yang kemudian disebut basis data terpadu.4? (Lihat Gambar 2.1).

Berikutnya, pemerintah menegaskan prioritas pembangunan bidang
perlindungan sosial diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung
reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap pada tahun 2021,
sebagaimana tertera dalam Buku Il Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran
2021. Untuk itu, pemerintah berupaya terus melakukan reformasi program
perlindungan sosial, melakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem
perlindungan sosial yang komprehensif, perbaikan dan penyempurnaan DTKS,
pengintegrasian berbagai program perlindungan sosial dalam satu sumber data
terpadu yakni DTKS, perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan

sosial, hingga penguatan monitoring dan evaluasi. Reformasi program perlindungan

38 Buku Il Nota Keuangan beserta APBN TA 2021, h. 45.

39 Badan Pusat Statistik (BPS), "Infografis Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021",
https.//www.bps.go.id/website/images/Kemiskinan-Maret-2021-ind.jpg, 15 Juli 2021. Gambar grafis
diakses ulang pada Selasa, 24 Agustus 2021, pukul 14.59 WIB.

40 Buku Il Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2020, h. 3-10, h. 4-18, dan h. 4-

19.
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sosial juga diarahkan untuk mendorong akselerasi pemulihan (Kartu Sembako,
PKH,dan Kartu Prakerja), program pelindungan sosial bagi usia lanjut, integrasi
secara bertahap dan berhati-hati program subsidi energi dengan bantuan sosial,
serta integrasi bertahap PKH dan Program Indonesia Pintar (PIP).*!

Berikutnya, pemerintah pun akan mengembangkan dan menguatkan
transformasi data menuju registrasi sosial dengan menerapkan percepatan dan
disiplin perbaikan data secara nasional serta mengembangkan sistem pendataan
terintegrasi menuju Satu Data, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pemerintah
melalui Kementerian Sosial pun akan melakukan perluasan cakupan pendataan
DTKS kepada 60 persen penduduk Indonesia. Bagi Kementerian Sosial,
pemutakhiran DTKS dengan rencana cakupan demikian merupakan langkah
penting untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat dan meningkatkan

efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial.

4 Buku Il Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2021, h. 3-14, h. 3-62, h. 4-3, h.
4-41, dan h. 45.






